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KALIMANTANPROVINSI TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NoMoR ,:tt TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN UMUM DAN TATA CARA PEMBAGIAN SERTA PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KATINGAN

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :4.

BUPATI KATINGAN,

bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (S) peraturan
Pemerintah Nomor 6O Tahun 2Ol4 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan Dan
Belanja Negara, bupati / walikota dapat membuat
pedoman teknis kegiatan yang didanai dari dana desa; z

bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2O15 tentang perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OIs
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota
menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa; z

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati Katingan tentang pedoman Umum
Dan Tata Cara Pembagian Serta penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Katingan Tahun
Anggaran 2076;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OA2 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Larnandau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang pisau,
Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur
di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor al80);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA4 Nomor L26 Tarnbahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44JBl;

Mengingat : 1.

b.

C.

2.
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 1O3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL
illo*o. 82, Timbahan Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Nomor 523fl;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa

(Lembalan Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
ilornot 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a95);

Und.ang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
aiuUafr beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679\;

Peratrrran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Ind.onesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5751;

peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

RepuUtit< Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a7371;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2AV tentang
peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun
2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Ind.onesia Tahun 2014 Nomor 123l';

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2Ol4 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
tte[ara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
rambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 569a1;

7.

8.

9.

10.

11.
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12. Peraturan Presiden Nomor L37 Tahun 2015 tentang

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

TahunAnggaran2016(BeritaNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 288l,;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun
2AA7 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Katingan Tahun 2OO7 Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun
2008 tentang Pembagian urusan Pemerintahan yang

menjadi Kewinangan Pemerintah Kabupaten Katingan
(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OO8

Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun
2}fi tentang Kerjasama Antar Desa Di Kabupaten
Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun
2O1l Nomor 11);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2076 (Lembaran

Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 56,

Tambahan Limbaran Daerah Kabupaten Katingan
Nomor 27);

L7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 130 Tahun
2OOg tentang organisasi dan Tata Kerja Departemen
Dalam Negeri;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2OO7

tentang Ped.oman umum Tata Cara Pelaporan dan
Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa;

79. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2Ol4 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

2A. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015
tentang Penggunaan, Pengalokasian, Penyaluran,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 68a );

2L. Peraturan Kepala l,embaga Kebijakan Pengadaan
Barang/JasaPemerintahNomor13Tahun2olS
tentang Ped,oman Tata Cara Pengadaan Barang 1 Jasa
Di Desa;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN UMUM

DAN TATA CARA PEMBAGIAN SERTA PENETAPAN RINCIAN

DANA DESA DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN
2A16.

Menetapkan
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BAB I

KE-TENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan narna lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hah tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi

Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dlerah kabupatenlkota dan digunakan untuk
membiayai penyelen ggar aarr pemerintahan, pelaksanaan
pembarrgunln, 

- pernbinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masYarakat. v

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nalna lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelen ggar a Pemerintahan Desa.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

5. Badan Permrrsyawaratan Desa atam yang disebut dengan
nama lain adatah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

6. Wilayah atau dusun atau disebut dengan nalna lain yang
disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai
sosial budaYa masYarakat Desa.

7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
d"isepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa'

8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh

Menteri Dalam Negeri.

g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang

selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan BPD dan
ditetapkan dalam Peraturan Desa.
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11.

t2.

13.

14.

Keuangan o"*"S"a.rah semua hak dan kewajiban Desa

yang dapat dinilai dengan uang serta 
_ 
segala sesuatu

Lrrip. L"ttg dan barang yang berhubungan dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban Desa'

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran'

peiataus"it.*, pelaporan, pertanggungiawaban dan

pengawasan keuangan desa.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

adahf, KEpala Desa yang karena jabatannya mempunyai

kewenangan menyetinggarakan keseluruhan pengelolaan

keuangan Desa.

pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang

selanjutnyadisingkatPTPKDadalahperangkatdesayang
ditunjuk oleh -Kepala Desa untuk melaksanakan

pengelolaan keuangan desa.

Tim Pengelola Kegiatan Desa yang selanjutnya disingkat
TPK Des-a adalah-tim yaflg ditetapkan oleh Kepala Desa

dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur
pemirintahan Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan
Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

15.BendaharaDesaadalahperangkatdesayangditunjuk
oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan'

menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan

mempertanggungiawabkankeuangandesadalamrangka
pelaksanaan APBDesa.

1,6. Rencana Pembangunan Jangka Pendek Desa (tahunan)

yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan

b."i $xpbesa) adalah hasil musyawarah masyarakat

desa tentang program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun'

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang

selanjutnyadisingkatRPJMDesaadalahdokrrmen
perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun'

BAB II
PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 2

(1) Pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan

pengelolaan keuangan desa;
(Z) baria Desa digunafan oleh pemerintah desa dalam rangka

penyelenggarian pemerintahan, pembangunan dan

pemberdayaan masYarakat desa'
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Pasal 3

(1) Dana Desa yang diarahkan bagi kegiatan pembangunan
Iisik yang diteloia oleh Tim Pengelola Kegi_atan (TPK) Desa

dipergunakan sesuai dengan usulan dan hasil keputusan
,"pu,i ai tingkat desa yang bersangkutan, baik dengan

sistem upah/gaji maupun secara swadaya dan gotong

royong;
(2) Dana 

-Desa untuk kegiatan fisik dapat digunakan untuk
membiayai pembangunan yang bersifat kerjasama antar
desa dalam satu kecamatan atau antar desa pada

beberapa kecamatan;
(3) Kerjasama antar desa dalam satu kecamatan atau antar
' ' desl pada beberapa kecamatan perlu dibuat Memorandum

of Understanding (Mou) yang selanjutnya dituangkan
dalam naskah kerjasama serta dibentuk Badan Kerjasama
Antar Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati,
yang selanjuinya, bertanggungi awab terhadap pelaksanaan
kegiatan;

(a) Desa yang melakukan kerjasama antar- desa dengan

menyei.frt .tr langsung dana program pembangunan fisik
desa kepada Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dana operasional TPK Desa,

dapat diaiiht<an penggunaannya untuk membiayai
kegiatan lainnya di desa yang ditunjuk'

Pasal 4

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan
(pph) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan
potongan dan. pajah yang dipungutnya ke rekening kas

negara sesLlal 
- dlngan ketentuan peraturan Perundang

Undangan.

Pasal 5

Dalam rangka menunjang keberhasilan peningkatan
pemungutan pajak, camat sebagai pembina wilayah wajib

memberikan fasilitas / membantu / mendorong Pemerintah

Desa untuk menyetorkan pajak ke kas negara'

Bagian Pertama
Maksud, Ttrjuan dan Sasaran Dana Desa

Pasal 6

Maksud, tujuan dan sasaran Dana Desa :

1. Maksud dan T\rjuan Dana Desa adalah untuk membiayai
penyelenggaraan :

a. Pemerintahan;
b. Pembangunan; dan
c. Pemberdayaan MasYarakat'

2. Sasaran utama Dana Desa adalah :

a. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;

b. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa;

c. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat;
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Meningkatnya PartisiPatif dan
masyarakat desa.

pemberdayaan

Bagian Kedua
Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Pasal 7

Desa adalah :Prinsip Pengelolaan Dana
a. Pengelolaan keuangan

yang tidak terPisahkan
dalam APBDesa;

b. Pengelolaan kegiatan
dipertan ggungi awabkab
hukum;

c. Dana Desa dilaksanakan
efisien dan terkendali;

Dana Desa meruPakan bagian
dari pengelolaan keuangan desa

Dana Desa harus daPat
secara administrasi, teknis dan

dengan prinsiP hemat, efektif,

d. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Desa

direncan uk*, dilaksanakan dan dievaluasi secara

terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di
Desa;

Bagian Ketiga
Azas Yang Dianut Dana Desa

Pasal 8

Dana Desa untuk setiaP desa ditentukan dengan

berdasarkan azas, Yaitu :

a. Azas merata *d*lu.f, bagian Dana Desa yang besarnya
dibagi berdasarkan kondisi setiap desa;

b. AzaJadil adalah bagian Dana Desa yang besarnya dibagi

secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan
beberapa ,rilui gobot Desa dengan mempertimbangkan
beberapa variabel yaitu jumlah penduduk, luas wilayah'
angka kemiskinan dan kondisi geografis desa;

BAB III
RUMUSAN PENENTUAN BESARNYA DANA DESA

Pasal 9

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten
Katingan Tahun Anggaran 2Ot6 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan
berdasarkan:
a. alokasi dasar; dan
b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan

jumlah pendud.uk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan

indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Pasal 1O

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per

kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah

ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang
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peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian

errgg.r.t, Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2016.

Pasal 11

Alokasiformuladihitungberdasarkandatajumlah
p".Jrarrf., angka kemiskinan, luas wilayah' sebagaimana

ii*.t ".rd' 
pada Pasal g huruf b yang bersumber dari

kementerian yang berwenang danlata'u lembaga yaflg

*."v.r""gg","ku.,urusanpemerintahandibidangstatistik.

Pasal 12

Penghitungan alokasi formula setiap Desa

dimiksud pada pasal 10 dilakukan dengan

formula sebagai berikut:

W : [(O,25 x Zll + (O,35 x Z2) + (O,lA x 23\ +

[OOt .O7t ota - ADkab/kota]

sebagaimana
menggunakan

(o,3O x Z4ll x

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung- berdasarkan
jumlah p"rd.rdrt , angka kemiskinan' luas wilayah'

dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap

kabuPatenf kota r
zl = rasio jr*i"rr penduduk setiap Desa terhadap total

penduduk Desa nasional "
Z2 = iasio .lumUft penduduk miskin setiap Desa terhadap

total pendudrrk miskin Desa nasional "
z3 = rasio tuas wilayah Desa setiap Desa terhadap total

penduduk miskin Desa nasional'
Z4:rasiolKGkabupatenlkotaterhadaptotallKG

kabupate n I kotayang memiliki Desa /
DD kab/koi, = pagu Dana Desa kabupatenlkota
AD kab/kota = 

}mtr"x? .T#d;$:"?iadikalikan
Pasal 13

IndekskesulitangeografisDesasebagaimanadimaksud
dalam pasal g frirru? b disusun dan ditetapkan oleh

bupati/walikota berdasarkan data dari kementeria-n yang

b"i*.rr..rg d,anf atau lembaga yang menyelenggarakan

urusan pernerintah di bidang statistik'

BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN DAN PENYALURAN

Pasal 14

(1) Program dan kegiat"t, b+ fisik maupun non fisik yang\ ' ,rr"i3u.ai skala frioritas pemerintah Desa dianggarkan

dalamAPBDesayangpembiayaannyabersumberdari
Dana nesa dan sepienuhnya dilaksanakan oleh Tim

Pengelola Kegiatan 
.(Ter) 

Desa dengan berpedoman
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pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan

cata:
a. Swakelola; dan/atau
b. Menggunakan penyedia barang/jasa'

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara

pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah

i{abupaten Katingan ke Rekening Kas Umum Desa'

pemindahbukuan dari Rekening Kas umum Daerah ke

Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling larr,bat 7

it"j"rrl iari kerja setelah Dana Desa diterima di

Rekening Kas Umum Daerah.
penyaluian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam

"i"i (4) dilakukan secara bertahap pada tahun
anggaran berjalan dengan ketentuan:
r. iifr.p I pada bulan April sebesar 40 o/o (empat

per seratus);
U. tatrap II pada bulan Agustus sebesar 40 Vo

(3)

(4)

(s)

puluh

(empat

(6)

puluh per seratus); dan
c. iahap III pada bulan Nopember sebesat 2A o/o (dua

puluh per seratus).
fenyaluran Dana b""u- Tahap I dilakukan setelah

Kepala Desa menyarnpaikan:
a. Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati

Up. Kepala Badan Pemberd ayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan'
b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun

anggaran sebelumnYa.
c. Xepala Desa menyarnpaikan Peraturan Desa dan

laporan realisasi sebigaimana dimaksud kepada

Bupati Up. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan paling
lambat rninggu kedua bulan Maret'

penyaluran Oaia Desa Tahap II dilakukan setelah

Kepala Desa menyampaikan:
a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I

kepada Bupati Up. Kepala Badan Pemberdayaan

tvtasyarakaf dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Katingan.

b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I
sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan
palin-g kurang Dana Desa tahap I telah digunakan
sebesar 5O% (limapuluh per serafus)'

c'KepalaDesaElenyalnpaikanlaporanrealisasi
penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana'ai*"t*rd pada huruf a kepada Bupati Up' Kepala

Badan Pemberd ayaarr Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan paling
lambat minggu kedua bulan Juli'

Penyaluran nana Desa Tahap III dilakukan setelah

Kepala Desa menyampaikan:
a. Penyaluran Dana-Desa tahap III dilakukan setelah

{7)

(8)
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KepalaDesamenyampaikanlaporanrealisasi
penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada

brp.ti Up. Kepala Badan pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan'

b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I
dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a

menunjut tu, pafing kurang Dana Desa tahap I dan

tahap it t tah digunakan sebesar 50% (1ima puluh
per seratus).

c. kepala Desa menyampaikarr laporan realisasi

penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II
sebi[aimana dimaksud pada huruf a-kepada Bupati
up. kepala Badan pernberd ayaarl Masyarakat dan
pemerintahan Desa Kabupaten Katingan paling

lambat minggu kedua bulan September'
(9)RincianDanaDesayangditerimaDesasetiaptahun

dianggarkan dalam APBDesa' /

Pasal 15

(1) Pelaksanaan program dan kegratan dengan cara
swakelola sebagaim.na dimaksud dalam Pasal 14 ayat

(2)hurufa,y-"''gberbentukjasadapatmelibatkan
i.rrrg" dari iuar pimerintah Desa seperti : Tenaga Ahli
dibiJangnya, Akad,emisi, Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM), -Organisasi Masyarakat setempat' Kelompok

ivlasyarakai serta pendamping Desa dan Pihak Ketiga

lainnya.
(21 Program dan Kegiatan Yang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

a. peiatihan, bimbingan teknis;
b. penYuluhan;

berbentuk jasa
meliputi :

c. survey Pemetaan; dan
d. kegialan lainnya yang dibutuhkan desa'

Pasal 16

penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14 ayat {21 huruf b yaitu badan usaha atau orang

perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan
Lonstruk";, jr*. lainnya dengan cara pelelangan tlmlrm'
pelelangan iederhana, penunjukan langsung' pernilihan

langsung dan Pengadaan langsung' '
Pasal 17

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembanglrnan Desa

dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa

y"ii" meningkatkan kesejahteraae masyarakat Desa dan
"aodit"* hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan,
melalui :

pemenuhan kebutuhan dasar;
pembangunan sarana dan prasarana desa;
p"ttg"*Uangan potensi ekonomi lokal; dan
p"*-urrru.u.tan sumber daya alam dan lingkungan secara

berkelanjutan.

a.
b.
c.
d.
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Pasal 18

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan

Masyarakat -b.". terutama untuk penanggulangan

kem"iskinan dan peningkatan akses atas sumber daya

ekonomi.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun
.rrgg"r"r, tlrhitung irulai 1 Januari sampai dengan tanggal

31 Desember.

Pasal 20

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus
' ' didukung dingan bukti yang lengkap dan sah'
(2) Bukti "Eb.gu.i*".r. 

dimaksud pada ayat (1) harus
mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas

kebenaran matelrial yang timbul dari penggunaan bukti
dimaksud.

(3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban
' ' ApBbesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan

peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi

peraturan desa.
(a) bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan

(PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh
penerimaan 

- pltottg", dan pajak Y?'g dipungutnya ke

iekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat
' ' .tt*ryr.mpaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa

Semester l, Semester II, dan Laporan Realisasi

Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada

Bupati/Walikota.
(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa
' ' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

ketentuan:
a. Tahap I paling lambat rninggu keempat buian Juli

tahun arrggaral;- berjalan ;

b. Tahap Ii paling lambat minggu keempat bulan
September tahun anggaran berjalan'

c.LaporanRealisasiPenggunaanDanaDesaTahunan
p*iirrg lambat minggu keempat bulan Februari tahun
anggaran berikutnYa'
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BABVI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

(1) Pertanggungjawaban Dana- Desa terintegrasi dengan

pertanggung jawaban APBDesa, sehingga bentuk

pertanggungiawabannya adalah pertanggungiawaban
APBDesa.

(2) e"t"porrn diperlukan da'lam rangka pengendalian dan

untuk rn.rgltrh.ri perkembangan proses pengelolaan

dan Penggunaan Dana Desa'
(3) e".irL ]ehporan kegictan-kegiatan dalam APBDesa*-'r.r* aitiavai dari Dana Desa yang mencakup

p"rfemUrrg"t pelaksanaan dan penyerapan dana'

masalah yang ditradapi dan rekomendasi penyelesaian

akhir p"rggrit* Dana Desa yang terdiri dari :

a. Laporan berkala, yaitu laporan mengenai

peiaksanaan penggunaan Dana Desa dibuat secara

rutin setiap Uutat nya, adapun yang dimuat dalam

laporan ini adalah realisasi penerimaan Dana Desa

dan realisasi belanja Dana Desa;

b. Laporan akhir dari penggunaaan Dana Desa

mencakup perkembangan pelaksanaan dan

p..ry.ru.pr', d.rru', masalah yang dihadapi dan

rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan Dana

Desa.
(4) Penyampaian Laporal sebagaimana dimaksud pada ayat\ ' (3) hurui a dan Luruf b, dilaksanakan secara berjenjang

V"it, dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa yang

diketahui oleh Kepala-Desa dan disampaikan kepada Tim

Verifikasi Dana Desa Tingkat Kecamatan'
(5)Berdasarkanlaporan-1"po'^.'sebagaimanadimaksud

pada ayat (4), Tim Verifikasi Dana Desa Tingkat

Kecamatan membuat laporan rekapan dari seluruh

laporan tingkat desa di wilayahnya dan secara bertahap

diiaporkan kepada Tim Pembina Dana Desa Tingkat

KabupatenUp.KepalaBad.anPemberdayaarlMasyarakat
dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan yang

selanjutnya dilaporkan kepada Bupati'

Pasal 23

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) APBDesa termasuk

Dana Desa aiaaministrasikan oleh Bendaharawan Desa

sebagai bahan pemeriksaan oleh Inspektorat danf atau
lembaga pengawas fungsional lainnya'
SuratPertanggungawaban(SPJ}danjenislaporanlainya
harustersediaataudisimpandiKantorKepalaDesaagar
dapat diakses oleh bublik atau sewaktu-waktu
dibutuhkan dengan mudah didapatkan'
f".ryt*p.ir.tt lipor"t akhir sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b disampaikan paling

lambat 1 (satu) 
- bulan setelah berakhirnya tahun

tahun anggaran terdaPat sisa Dana
tersebut meruPakan Sisa Lebih

(1)

(21

(3)

anggaran.
Apabila Pada akhir
Desa, maka dana

(4)



-13-
Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang harus di setor

kembali ke Kas PEmerintah Desa dan di masukkan dalam

APB Desa.

Pasal 24

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi

penggunaan Dana Deia kepada Bupati Katingan Up'

k"pil" Badan Pemberdayaan Mayarakat dan
pemerintahan Desa Kabupaten Katingan setiap semester.

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa

sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukandengan
ketentuan:
a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli

tahun a-nggaran bedalan; dan
b. Semester fI paling lambat minggu keempat bulan

Januari tahun anggaran berikutnya'

Pasal 25

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal
\,tepatadesatidalrmenyalnpaikanAPBDesadanlatau

laforan realisasi penggunaan semester sebelumnya'
(2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai, 

dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan

realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya'
(3) Bupati menfrrangi penyaluran dana desa dalam hal

ditimukan penyimpangan pelaksanaan yang

mengakibatkan SiLPA tidak wajar'
(4) SiLPA. Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana, 

dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang

melebihi 3ao/o (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa

yang diterima Desa.
(5) Penggunaan Dana Desa yang tidlk sesuai dengan

prio-r.;tas sebagaimana d'imaksud pada ayat 4 huruf a
tidak mendapalkan persetujuan dari Bupati Katingan.

(6) Pengur"rrgtr. Dana D""r- dilaporka" "El [upati Katingan

tepiaa Menteri Keuangan c'q Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan.

Pasal 26

Dalam rangka menunjang keberhasilan peningkatan

pemungutan pajak, Camit slbagai pembina wilayah wajib

memberikan fasilitas/membantu/mendorong Pemerintah

Desa untuk menyetorkan pajak ke kas negara'

BAB VII
PRINSIP DAN PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal2T

Prinsip Pengelolaan Dana Desa adalah :

a. eengelolaan keuangan Dana Desa merupakan bagian

yan; tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa

dalam APBDesa;
b. Pengelolaan kegiatan Dana Desa harus daPat



C.

d.
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dipertanggungjawabkab secara administrasi, teknis dan

hukum;
Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip hemat, efektif,

efisien dan terkendali;
Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Desa

direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara

terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di

Desa;

Pasal 28

penggunaan Dana Desa dapat diklasifikasikan untuk
membiayai kegiatan :

a. 7A o/o unfuk Pembangunan;
b. 30 vo untuk operasional, Pemberdayaan Masyarakat dan

Menunjang Kegiatan Pemerintahan Desa'

Pasal 29

Biaya operasional, Pemberd ayaan Masyarakat dan

lrrtenunjang Kegiatan Pemerintahan Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi :

1. biaya perencarraa:a pembangunan insfrastruktur sebesar

Z ilo iari pagu dana untuk pembangunan insfrastruktur
desa. /

2.biayapengawasanpembangunaninsfrastruktursebesar
2,i i/o dari pagu dana untuk pembangunan

insfrastruktur desa. Y

3. biaya operasional d.an insentif TPK Desa sebesar la %

dari pagu aan. untuk pembangunan insfrastruktur desa' /
4. biaya -pembuatan laporan dan pertanggungjawaban

kegiatan sebesar 1,5 o/o dari /pagu dana untuk
p.tb"ttgrrnan insfrastruktur desa' /

5. alokasi d.na untrrk menunjang kegiatan Pemerintahan
Desa sebesar 36 Vo dari dana untuk operasional,

Pemberd ayaarr Masyarakat dan Menunjang Kegiatan

Pemerintahan Desa. /
6. alokasi dana untuk Pemberd ayaalrl Masyarakat seperti

penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa

feUirnp.r) sebesar 36 o/o dari dana untuk operasional,

iremberdayaan Masyarakat dan Menunjang Kegiatan

Pemerintahan Desa. r'

Contoh : Pagu Dana Desa sebesar Rp' 55O'0O0'OOO'-

a. 70 Vo untuk Pembangunan;
Rp.550.OOO.OOO x7O'/o = Rp'385'0OO'000'- /

b.30o/ountukoperasional,Pemberdayaata
Masyarakat dan Menunjang Kegiatan
Pemerintahan Desa ./
Rp.55O.0OO.OOO x 3O%o = Rp' 165'OOO'OOO'- '
1. Perencanaan

Rp.385.OOO'OOO x 3Yo

2. Pengawasan
Rp.385.000.000 x 2,Sa/a

3. Operasional dan
Insentif TPK Desa
Rp.385.O0O.OOO x lOYo

= Rp. 11.55O.OOO,-

= Rp. 9.625.0OO,-

: Rp. 19.25O.OOO,-
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4. Laporan dan

Pertanggungiawaban
Rp.385.000.0O0 x l,5o/o = RP'

5. Menunjang Kegiatan
Pemerintaharr Desa
Rp.165.O00.000 x36a/o = RP'

6. PemberdaYaan MasYarakat
Rp.165.O00.000 x360/o = RP'

5.775.006,- /

59.400.0 00,- /

59.400.0 oo,- /

Jumlah {l+2+3+4+5+6) = Rp.165.00o.000,-

Pasal 3O

Kegiatan untuk menunjang pemerintahan desa' meliputi :

1. operasional Perangkat desa
2. alat tulis kantor
3. cetak dan Penggandaan
4. dan lain-lain tegiatan sesuai keperluan desa'

BAB VIII
PENGELOLA DANA DESA

Pasal 31

(1)UntukmemfasilitasipelaksanaanpengelolaanDanaDesa
dibentuk Tim Yang terdiri dari :

a. Tingkat faUupaten disebut Tim Pembina Dana Desa

Tingkat KabuPaten;
b. tingkat Kecamatan disebut Tim verifikasi Dana Desa

Tingkat Kecamatan; dan
c. rin[kat Desa disebut Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

Desa.
Tim Pembina Dana Desa Tingkat Kabupaten

".U"gd*ana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a' ditetapkan

dengin Keputusan Bupati Katingan yang terdiri dari

,rr*L, Satuln Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait'
TimVerifikasiDanaDesaTingkatKecamatan
".U"gd*ana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b' ditetapkan
oleh Camat sebagai pen'anggung jawab tirn' dengan

struktur yang terdiri dari :

a. Penanggungiawab;
b. Ketua;

Sekretaris; dan
Anggota yang jumlahnya di sesuaikan dengan

kebutuhan.
(a) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa sebagaimana

dimaksud pada uyit (1) huruf c, ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Desa sebagai penanggung jawab'

dengan struktur Yang terdiri dari :

a. Penanggungfawab;
b. Ketua;
c. Sekretaris; dan
d. Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan

kebutuhan.

(2)

(3)

C.

d.
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Pasal 32

(1) Tugas Tim Pembina Dana Desa Tingkat Kabupaten\ , 
seb-"agaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) adalah :

a. menyusun pedoman, standar pelaksanaan'

perencan"r"rr, i"rrgembangan, bimbingan' pendidikan

dan pelatihan, supervisi dan monitoring' pengawasan

umum, evaluasi^ pelaksanaan I pengelolaan I
penggunaan, dan pelaporan Dana Desa;

b. menentukan besarnya Dana Desa yang akal
diterima oleh Desa blrdasarkan rumusan yang telah

ditetaPkan;
c. melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan,

data dan informasi tentang Dana;

d.membantuTimVerifikasiDanaDesaTingkat
Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi
kepada TPK Desa tentang pengelolaan dan

pertanggungiawaban keuangan desa;,

e.melakukan*fasilitasipemecahanmasalah
berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak

lainnya dan mengkoordinasikannya kepada

InsPektorat KabuPaten Katingan ;

f. meLporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan

DanaDesakepadaBupatiKatingansebagaibahan
untukp"rryo"rtt.ttaanpengambilankebijakan
selanjutnYa.

(2)Tugas Tim Verifikasi Dana Desa Tingkat Kecamatan
' ' ..d"g*imana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) adalah :

a. melakukan fasilitasi sosialisasi secara luas akan

kebijakan, d'atadan informasi tentang Dana Desa;

b.membinadanmengkoordinasikanMusrenbangdes
dalam wilaYah kecamatan;

c. membantu TPK Desa dalam men5rusun rencana

penggunaan Dana Desa beserta kelengkapannya;
d. memiasilitasi TPK Desa dalam mengelola dan

memPertanggungj awaban Dana Desa;

e. mehlukan--verintasi dokumen usulan pencairan

Dana Desa;
f. melakukan pemantauan I pengendalian terhadap

proses pelaksanaan kegiatan Dana Desa;

g. merekornendasikan usulan pencairan Dana Desa dari

desa yang telah memenuhi persyaratan 9gl
meny€unp"Ik"rtyr- kepada Bupati Up' Kepala BPMPD

KabuPaten Katingan;
h. memfasilitasi ,rpty. pemecahan masalah dalam

pelaksanaan Dana Desa;
i. menJrusun rekapitulasi laporan perkembangan

pelatsanaan kegiatan Dana Desa dan melaporkan

secara periodik kepada Tim Pembina Dana Desa

Tingkat KabuPaten.
(3) Tugas ti* Ptrg"tot. Kegiatan (TPK) Desa sebagaimana
' ' dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) adalah :

a. men5rusun rencana penggunaan D1" Desa dengan

mengacu hasil Musrenbangdes tahun sebelumnya

sebalai batran pen5rusunan rancangan Peraturan

Desa tentang APB Desa;
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b. me5rusun jadwal rencana pencairan dana dan- 

*"rrg.dministrasikan keuangan serta

pertanggungj awabannya ;

c. menJrusun Rancangan Peraturan Desa tentang

APBDesa dan DURKDeSa;
d. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari

Dana Desa;
e. bertanggungiawab secara teknis dan administrasi

terhadap peiaksaoaan kegiatan Dana Desa;

f. meiaporkan perkembu't'gu'tt pelaksanaan kegiatan

DanaDesa"."trr.perioaitkepadaTimVerifikasi
Kecamatan.

Pasal 33

(uUntukkelancarandanketertibanadministrasidalam\-' 
pengelolaan Dana Desa di masing-masing Desa'

iit rlr:rf. I diangkat Petugas Pendamping Dana Desa'

(21 Untut *"rrg.rt,t tinlrja Petugas Pendamping
profesional 5"rr. Desa dilakukan evaluasi setiap

tahun dalam rangka pembinaan dan pengawasan

sertauntukpengamuilankeputusanlebihlanjut.

Pasal 34

Petugas Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 33 memPunYai tugas :

a. membantu kegiatan musrenbangdes' penyusunan/
penyemprrrr".i RPJMDes, PenSrusunan Daftar Usulan

Rencana Kegiatan (DURK) Desa, RKPDes' dan

APBDesa;
b. membantu membuat harga satuan bahan dan upah

dengan melakukan survey harga lapangan dengan

teta[ berpedoman pada standar harga bahan dan upah

yan; diteiapkan oleh Pemerintah Daerah;

c. memfasilitasi pembuatan desain gambar' Rencana

Anggaran Biaya (RAB) dan /atau mernbuatkan desain

g"il". Rencana'Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan

pembangunan Iisik;
d. membantu membuatkan Kerangka Acuan Kerja (KAK)

swakelola;
e. memfusilitasi pembuatan pen5rusunan Profil Desa;

f. membuat laporan perkemballgan pengelolaan Dana

Desa;
g. membantu membuat laporan akhir tahun pelaksanaan

Dana Desa;
h. selain tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a

sampai dJngan g, iapat ditunjuk sebagai anggota Tim

Pengelola Kegiatan (TPK) Desa'

Pasal 35

Dalam hal Pendamping Dana Desa tidak mempunyai

keahlian dalam bidang tiknis konstruksi bangunan, Pihak

PemerintahDesadapatmenggunakanjasaPihakketiga,
yaitu Dinas Teknis/Badan/Orang yang mempunyal

keahlian dalam bidang tersebut khususnya dalam hal
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perencarlaan dan
insfrastruktur.

pengawasan pembangunan

pengelolaan Dana
oleh Tim Pembina
Verilikasi Tingkat

melaksanakan
Peraturan Desa

BAB IX
PERJALANAN DINAS PEMERINTAH DESA DAN BPD

Pasal 36

Mekanisme, standar perjalanan dinas Pemerintah

Desa dan BPD, mengacu pada mekanisme'standar

FtF;; dinas PNS 
-clan Non PNS vang ditetapkan

oleh BuPati.

Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Kepala Desa

dan Ketua gPO disamakan dengan PNS Non Eselon

Golongan III a.
Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Perangkat

Desa Non -pNS, Anggota BPD, dan anggota

kelembagaan Desa disamakan dengan PNS Non

Eselon Golongan II a.
Surat T\rgas maupun Surat Perintah Perjalanan

Dinas ditanda tangani oleh Kepala Desa'

(21

(3)

(4)

(1)

(2\

BAB X
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 37

pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada

desa yafigberprestasi dalam mengelola Dana -Desa'

Bagi desa yarrtg mengelola Dana Desa tidak sesuai

a"ig"rt keterituan yang berlaku berdasarkan

mon"itoring dan pertimbangan BPMPD Kabupaten

f*tittg.tt dan Inspektorat Kabupaten Katingan'

dikenli sanksi berdasarkan peraturan perundang-

undangan Yang berlaku.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

(1)

(21

Pasal 38

Pembinaan terhadaP Pelaksanaan
Desa secara teknis dilaksanakan
Tingkat KabuPaten dan Tim
Kecamatan.
Badan PermusYawaratan Desa
pengawasan terhadaP Pelaksanaan
tentang APBDesa.

(3) Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat
Kabupaten Katiigan sekaligus mgndampingi-dan
membina AparatJr Desa dalam pelaksanaan Dana

Desa""","i.denganketentuanperundang-undangan
yang berlaku.



Peraturan BuPati
diundangkan.

19-
BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

ini mulai berlaku pada tanggal

memerintahkan
penemPatarlnya

Agar setiaP orarrg mengetahui'
pJngunduog.t, Peraturan Bupati ini dengan

h"f"* Beriia Daerah Kabupaten Katingan

Ditetapkan di Kasongan .

pada t"rrggrl 4L - >' 2alb

Diundangkan di Kasongan
padatanggal |t't-tolb

SE S DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR.?SS

NIKODEMOS

BERITA DAERAH

AHMAD YANTENGLIE


